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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Anak 

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 

yang belum dewasa.
1
 

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”.
2
 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-

sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, 

ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di 

rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi 

korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
3
 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut 

peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di 

antara beberapa pengertian  tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak 

tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-

undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-

undangan dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

                                                           
1
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 

1984), hal. 25 
2
 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 

2005) , hal. 113 
3
 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992),  hal. 28 
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Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4
 

b) Anak menurut Kitab  Udang –Undang Hukum perdata 

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang 

yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak 

telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati 

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 

orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
5
 

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum 

mencapai 16 (enam belas) tahun. 

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
6
 

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak  

                                                           
4
 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 

2007), hal. 4 
5
 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. 

Pradnya Paramita, 2002), hal. 90 
6
 Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52 
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Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana.
7
 

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia adalah sebagai berikut : 

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut demi kepentingannya".
8
 

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 

karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan 

kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-

anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia 

anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang 

dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan 

berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of 

the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh 

sebelumnya. 

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat 

dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa 

ahli yakni sebagai berikut : 

                                                           
7
 Ibid, hal. 52 

8
 Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5 
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Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam 

masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 

16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia 

itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
9
 

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi 

Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses 

pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi 

dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur 

anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan 

belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."
10

 

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya 

dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di 

permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun 

ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa 

telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum 

berenang kawin."
11

 

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di 

atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan 

menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi 

permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup 

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang 

                                                           
9
 Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : 

Rajawali, 1986) hal. 105  
10

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, 

P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32 
11

 Ibid 
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Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum 

pernah menikah. 

 

B. TINDAK PIDANA MENURUT HOKUM POSITIF  

a) Pengertian tindak pidana 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah "perbuatan jahat: atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara yuridis 

(hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana 

disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 

melanggar larangan tersebut.
12

 Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 

asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada 

perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang 

yang menimbulkannya kejadian itu.  

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah "strafbaar 

feit" untuk menyebut apa yang disebut sebagai "tindak pidana" di dalam 

KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut 

                                                           
12

 Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008),  hlm. 54. 
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sebagai "strafbaar feit" tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin 

mengenai pendapat tentang strafbaar feit tersebut.
13

 

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni staf, baar dan feit. Dari 

tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 

ternyata staf diterjemahkan dengan pidana dan hokum. Perkataan baar 

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 

diterjemahkan dengan tindak,peristiwa, pelnggaran, dan perbuatan.
14

 

Mengenai pengertian tindak pidana diantara menurut para sarjana 

tidak ada kesatuan pendapat yang sama. Istilah-istilah yang pernah digunakan 

baik dalam perundang- undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur 

hukum sebagai terjemahan dari istilah strafaar feit adalah: tindak pidana, 

peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 

perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. sebagai terjemahan dari 

istilah strafbaar feit adalah: 

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan 

pidana kita hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita 

menggunakan istilah ini. 

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, 

Mr.R. Tresna dalam bukunya " Azas-Azas hukum pidana. Dan ahli 

hukum lainya. 

3. Delik, berasal dari bahasa latin, "delictum" digunakan untuk 

menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini 

dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs.E.Utrect,S.H. 

4. Pelanggaran pidana, dijumpai dibeberapa buku pokok-pokok hukum 

pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaadmidjaja. 

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini mulai digunakan oleh Mr. 

karni dalam bukunya"Ringkasan Tentang Hukum Pidana". 

                                                           
13

 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 1997),  hal. 181 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) hal.  69  
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6. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan dalam pembentukan 

undang-undang dalam UUD No.12/Drt/1951 tentang senjata api dan 

bahan peledak (baca Pasal 3) 

7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam 

beberapa tulisan beliau.
15

 

 

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 

Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat abstrak dari peristiwa- 

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 

kehidupan masyarakat. 

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana 

hukum, berikut ini adalah pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari 

istilah "strafbaar feit" tersebut : 

Professor Hattum berpendat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat di psahkan 

dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, 

perkataan Strafbaar Feit itu berarti “voor straf in aanmerking komend” yang 

mempunyai arti sebagai “pantas di hokum”, sehingga perkataan Strafbaar 

Feit seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam 

kitab undanag-undang Hokum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan 

                                                           

15
 Ibid, hal 98 
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sebagai suatu “tindakan” yang karna telah melakukan tindakan semacam itu 

membuat seseorang menjadi dapat di hokum.
16

  

Professor Simons telah merumuskan “Strafbaar Feit” itu sebagai suatu 

“tindakan melanggar hokum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan 

atas tindakannya dan yang olh undang-undang di nyatakan sebagai tindakan 

yang dapat dihukum. 

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya “Strafbaar Feit” itu harus 

dirumuskan seperti di atas adalah karna : 

a. Untuk adanya suatu Strafbaar Feit  itu di syaratkan bahwa di situ harus 

terdapat tindakan yang dilarang ataupun yang di wajibkan oleh undang-

undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam 

itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hokum. 

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat di hokum, maka tindakan tersebut harus 

memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dalam 

undang-undang, dan 

c. Setiap “Strafbaar Feit” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan 

suatu tindakan melawan hokum atau merupakan suatu “onrechtmatige 

handeling”.
17

 

Menurut Van Hamel
18

 tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang 

diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat 

dicela karena kesalahan. 

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-asas 

Hukum Pidana Indonesia" menyebutkan: "Hukum merupakan rangkaian 

                                                           
16

 P.A.F Lamintang,  Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 1997), hal. 185 
17

 Ibid, hal 185 

18
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 224. 
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peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota 

masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan 

keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat".
19

 

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa untuk 

setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang 

dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat 

menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. 

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum 

dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah 

dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi 

secara diam-diam dianggap ada.
20

 Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai 

suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah 

melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. 

b) Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana  dapat di bedakan menjadi dua sudu 

pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis  yang berarti “ berdasarkan 

pendapat para ahli hokum,yang tercermin pada bunyi rumusannya”. 

Menurut Moeljatno, unsure tindak pidana adalah :   

a. Perbuatan ; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hokum) 

                                                           
19

 Wirjono Prodjodikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung : Rafika Aditama, 

2002), hlm. 14 

20
 Bambang Poernomo,  Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm.  91   
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c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 

Dari batasan yang di buat Jonkers (penagnut pahm minisme) dapat di 

rinci unsur-unsur tindak pidana adalah : 

a. Perbuatan (yang); 

b. Melawan hokum (yang berhubungan dengan); 

c. Kesalahan (yan dilakukan oleh orang yan dapat); 

d. Di pertanggung jawabkan. 

Walaupun rincian di atas tampak berbeda-beda amun pada hakikatnya 

ada persamaannya, yaitu : tidak memisahkan antara unsure-unsur mengenai 

perbuatanya dengan unsure yang mengenai diri orangnya.
21

 

Unsur-unsur tindak pidana  dari sudut pandang undang-undang  yang 

berarti “ bagaimana kenyataan tindak pidan itu di rumuskan menjadi tindak 

pdana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undanagan”. 

Syarat formil harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 

ayat (1) KUHP. Sedangkan keharusan adanya syarat-syarat materiil, oleh 

karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat 

sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilkakukan, oleh karena 

bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan. 

Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si 

pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal 

tersebut melekat pada orang yang berbuat. 

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi: 

                                                           

21
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) hal.  81 
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1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus dan culpa). 

2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 

ayat (1) KUHP). 

3. Macam-macam maksud atau oomerk seperti yang terdapat misalnya 

yang terdapat di dalamkejahatan-kejahatan tindak pidana pencurian, 

penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.  

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 

5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 

 

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana meliputi: 

a. Sifat melanggar (melawan hukum); 

b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 

415 KUHP antara lain menegaskan : "seorang pejabat atau orang lain 

yang ditgasi menjalankan jabatan umum "). 

c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan kenyataan sebagai akibat.
22

  

 
 

c) Asas Hukum – Ratio Legis  

Asas hokum adalah yang menjadi inti dari sejumlah norma hokum. 

Asas hokum merupakan dasar pikiran dari undang-undang (Ratio Legis). Asas 

hokum, adakalnya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan 

menyatakan sebagai asas hukm, tetapi adakalanya hanya dapat disimpulkan 

dari bunyi suatu pasal atau gabungan beberapa pasal. Oleh karnanya ada asas 

hokum yang bersifat sangat spesifik dan ada asas hokum yang bersifat amat 

umum. 

Beberapa asas hukum yang terkenal, yaitu : 

                                                           

22
 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 1997),  hal. 194 
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1. Juris praesepta sunt haec (Peraturan-peraturan dasar dari hokum adalah : 

hidup dngan patut, tidak merugikan orang lain, memeberikan kepada 

orang lainapa yang menjadi bagianya). 

Asas ini dirumuskan oleh bagsa romawi (Corpus Iurs Civilis) dan 

merupakan asas hokum yang paling utama. Oleh karnanya, Apeldoorn 

mengatakan bahwa asas ini meupakan peraturan-peraturan dasar dari 

segala hokum. 

2. Tiap orang dianggap tahu undang-undang 

Dalam Bahasa belanda disebut “eenieder wordt geacht de wet te kennen” . 

ini merupakan suatu fiksi, tetapi fiksiyang diperlukan sehingga orang tidak 

beralasan bahwa dirinya tidak tahu adanya suatu undang-undang. Dalam 

undang-undang di Indonesia, pada bagian terakhir biasanya tercantum 

kata-kata “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang 

undang-undang ini dengan penempatanya dalam lembaran Negara, maka 

setiap orang dianggap tahu tentang adanya undang-undang yang 

brsangkutan. 

3. Undang-undang hanya mengikat ke depan dan tidak berlaku surut. 

Asas ini sudah dikenal dalam hukum Romawi (Corpus Iuris Civil) yang 

menyatakan bahwa : Undang-undang dan peraturan raja berlaku untuk 

peristiwa-peristiwa hokum yang dilakukan kemudian, dan tidak berlaku 

untuk peristiwa-peristiwa hukumyang telah lampau. 

Asas ini juga terdapat dalam pasal 2 Perundang-undangan untuk Indonesia 

(Algemene bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, staatsblad 1847 No. 
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23)  yang mentukan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk waktu 

kemudian dan tidak berlaku surut. Asas dalam pasal 2 AB ini berlaku 

umum untuk semua bidang hokum, yaitu untuk peraturan perundang-

undangan perdata, pidana, administrasi Negara, dan sebagainya. 

4. Lex superior derogat legi inferiori, yaitu ketentuan yang lebih tinggi 

mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. 

Asas ini sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undngan 

(Stufenbau der Rechtsordnung) dari Hans Kelsen dimana kekuatan 

mengikat suatu peraturan (kaidah) terletak pada peraturan (norma) yang 

lebih tinggi. Karenanya peraturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar 

kekuatan mengikatnya. Jika peraturan yang lebih rendah bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah 

yang dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi. 

5. Lex posterior derogate legi priori, yaitu ketentuan yang kemudian 

mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu. Dengan kata lain, 

undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang 

lebih lama. Ini hanya berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang 

sederajat. 

Dalam hal peraturan perundang-undangan itu tidak sama derajatnya, 

mislanya antara Undang-Undang dan Peraturn Daerah, maka suatu 

undang-undang. Di sisni berlaku asas yang lebih tinggi, yaitu Lex superior 
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derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan 

peraturan yang lebih rendah). 

6. Lex specialis derogate legi generali, yaitu ketentuan khusus 

mengesampingkan ketentuan umum 

Adakalanya undang-undang memberikan penegasan mengenai hal ini. 

Contohnya Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van 

Koophandel) menentukan bahwa “Selama dalam Kitab Undang-Undang 

ini terhadap Kitab Undang-Unang Hukum Perdata tidak diadakan 

penyimpangan khusus, maka kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

berlaku juga terhadap hal-hal yang di bicarakan dalam Kitab Undang-

Undag ini.” 

Ketentua dalam pasal 1 KUHDagang ini berarti apabila dalam 

KUHDagang ada ketentuan khusus maka ketentuan khusus dalam 

KUHDagang yang akan berlaku bukanya ketentuan bersifat umum dalam 

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). 

7. Pacta sunt servanda (perjanjian adalah mengikat) 

Asas ini merupakan dasar pikiran dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa tiap perjanjian yan dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi pihak-piha yang membuatnya. Asas ini sudah 

dikenal sejak lama, tetapi Hugo de Groot yang telah membelanya secara 
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panjang lebar sehingga menjadi salah satu asas yang menonjol, termasuk 

juga dalam bidang hokum internasional. 
23

 

d) Asas Legalitas 

1. Arti dan Makna Asas Legalitas 

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi 

"tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan 

ketentuan pidana dalam undang- undang yang ada terlebih dahulu dari 

perbuatan itu. Asas legalitas (the principle of legality) yaitu asas yang 

menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus 

diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya 

oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu 

melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan 

pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. 

Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat 

perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap 

pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan 

fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi 

melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, 

yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang- undang, pelaksanaan 

kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. 
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 Donald Albert Rumoky, Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2014), hal. 143 
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Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, 

sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara 

mantap dalam bahasa Latin, yaitu : 
24

 

> Nulla poena sine lege: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut 

undang-undang. 

> Nulla poena sine crimine: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. 

> Nullum crimen sine poena legali: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana 

menurut undang-undang. 

 

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu nullum 

delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Artinya, tidak ada perbuatan 

pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. 

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas 

dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni : 

a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila 

perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu pera- turan perundang-

undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang 

mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan; 

b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak 

boleh menggunakan analogi; dan 

c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh 

berlaku surut. 

2. Tujuan Asas Legalitas 
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Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan 

tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk : 

a. Memperkuat adanya kepastian hukum; 

b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa; 

c. Mengefektifkan deterent function dari sanksi pidana; 

d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan 

e. Memperkokoh penerapan "the rule of law". 

 

Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya Hukum Pidana, 

memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas Formil, yakni : 
25

 

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Konsekuensinya adalah: 

a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai 

tindak pidana juga tidak dapat dipidana. 

b. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak 

pidana. 

2. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak 

pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut 

(retroaktif), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa: 

a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang- wenangan 

penguasa. 

b. Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, 

bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif 

untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa 

perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya. 
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3. Pengecualian Asas Legalitas 

Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) memiliki pengecualian 

khusus mengenai keberadaannya, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini "jika terjadi 

perubahan perundang- undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka 

kepada ter- sangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan 

baginya. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian 

yakni memperlakukan ketentuan yang mengun- tungkan bagi terdakwa. 

Menurut jonkers pengertian menguntungkan disini bukan saja terhadap 

pidana dari perbuatan tersebut,tetapi juga mencakup penuntutan bagi si 

terdakwa. 

Ada bermacam-macam teori yang menyangkut masalah perubahan 

peraturan perundanga-undangan yang dimaksud dalam hal ini. Yakni 

sebagai berikut : 

1. Teori formil yang di pelopori oleh Simons, berpendapat bahwa 

perubahan UU baru terjadi bilamana redaksi undang-undang pidana 

tersebut berubah. Perubahan undang-undang lain selain dari UU pidana 

walaupun berhubungan dengan uu pidana bukanlah perubahan undang-

undang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) ini. 

2. Teori material terbatas yang dipelopori oleh Van Geuns berpendapat 

antara lain bahwa perubahan UU yang di maksud harus diartikan 

perubahan keyakinan hukum dari 
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pembuat undang-undang.perubahan karena zaman atau karena 

keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam UU pidana. 3. Teori 

material tak terbatas yang merujuk pada putusan Hoge Raad tanggal 5 

desember 1921 mengemukakan bahwa perubahan undang-undang adalah 

meliputi semua undang-undang dalam arti luas dan perubahan undang- 

undang yang meliputi perasaan hukum pembuat undang- undang maupun 

perubahan yang dikarenakan oleh perubahan jaman (keadaan karena waktu 

tertentu). 

 

C. TENAGA KERJA ANAK MENURUT HOKUM POSITIF 

Tenaga kerja di definisikan adalah segala hal yang berhubungan dengan  

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. sedangkan 

pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan 

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
26

 

Menurut Imam Supomo (1999:34) bahwa : “istilah tenaga kerja sangat 

luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik yang 

sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa pekerja 

maupun yang belum/tidak mempunyai pekerjaan”. 

Di samping itu, subyek yang diatur dalam hokum perburuhan adalah buruh 

saja, yaitu “orang yang bekerja pada pihak lain dengan menerima upah”, 
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sedangkan subyek dan obyek hokum ketenagakerjaan sangatlah luas, meliputi 

gambaran dalam bagan berikut :  

 

Pada prinsipnya hokum ketenagakerjan adalah : “Serangkaian peraturan 

yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada 

orang lain dengan menerima upah.”
27

 

a. Pekerja/Buruh 

Istilah pekerja/buruh muncul  sebagai pengganti istilah buruh. Pada 

zaman feudal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan 

dengan buruh adalah orang-orang pekerja kesar seperti kuli, mandor, tukang, 

dan lain-lain. 

Pekerja/buruh juga merupakan hubungan hokum antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha berdasarkan hubungan hokum keperdataan, artinya 

hubungan hokum tersebut dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha yang mempunyai kedudukan perdata. Disamping itu, hubungan 
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hokum antara pekerja/buruh dengan pengusaha di atur oleh hokum otonom. 

Artinya, ketentan yang dibuat oleh pekerja/buruh dan pengusaha sendiri, juga 

diatur oleh hokum heteronom, artinya ketentuan yang di bentuk atau dibuat 

oleh pembentuk undang-undang.
28

 

Pada saat sekarang, di dalam undang-undang perburuhan, tidak 

dibedakan antara buruh halus dan buruh kasar. Semua adalah buruh yang 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak mempunyai perbedaan 

apapun. Sebagai contoh tidak dibedakannya antara buruh kasar dan buruh 

halus dapat dilihat perumusan buruh di dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Di dalam Pasal 1 

ayat (1) bagian a dinyatakan, bahwa : “Buruh adalah barangsiapa bekerja 

pada majikan dengan menerima upah”. Jadi menurut undang-undang ini jelas 

tidak dibedakan antara buruh kasar dan buruh halus. Yang penting kalau dia 

sudah bekerja pada majikan (suatu perusahaan), apa pun jenis pekerjaan yang 

dilakukan, maka sebutlah dia dengan buruh. 

Dalam  hal-hal tertentu yang tercakup dalam pengertian pekerja/buruh 

diperluas. Misalnya dalam hal kecelakaan kerja, dalam UU No. 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan social Tenaga kerja pasal 8 ayat (2), di tentukan bahwa : 

 termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah : 

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menrima 

upah maupun tidak; 
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b. Mereka yang mendorong pekerja, kecuali yang memborong adalah 

perusahaan; 

c. Narapidana yang di pekerjakan di perusahaan. 

Selain itu juga Undang-undang telah memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak dasar pekerja, baik terhadap anak maupun orang dewasa. 

Dan khusus Pengusaha atau siapapun yang melanggar hak-hak dasar pekerja 

dengan mempekerjakan anak di bawah umur dapat di jatuhkan sanksi secara 

tegas menurut Undang-undang. 

Menegenai hak-hak yang harus dimiliki oleh anak adalah bahwa Hak 

asasi anak adalah hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh 

dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.  

Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian 

langsung dari Tuhan. Oleh karnanya bila seseorang manusia ingin 

memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi 

dengan melibatnya  dari sudut alamiah manusia secara hakiki.
29

 

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia 

seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral yang meliputi nilai- nilai 

normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa yang 

seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak 

harus tumbuh dan berkembang menyusun semua keharusan-keharusan yang 
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berhubungan dengan kebutuhan- kebutuhan yang berkenaan dengan 

psikologis anak yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat 

berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya, yaitu anak 

seharusnya bergabung dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.  

Terdapat adanya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak 

agar tetap dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi: 

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekrasan dan 

diskriminasi (Pasal 4) 

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5) 

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat keceradasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua (Pasal 6) 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri ( Pasal 7 ayat 1) 

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8) 

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1) 

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuia dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan (Pasal 10) 

h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan : Diskirminasi; Eksploitasi baik ekonomi 

maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan 

penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 

1).
30
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Dalam undang-undang perlindungan anak ini juga menyebutkan 

bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2) : 

1. Non diskriminasi 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang 

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 

legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi 

anak harus menjadi pertimbangan utama. 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak 

asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-

hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupannya. 

Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.Perlindungan 

anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, 

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berlakhlak mulia, dan 

sejahtera. 
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D. PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA ANAK 

Undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar 

pekerja. Pengusaha atau siapapun yang melnggar hak-hak dasar pekerja dapat di 

jatuhkan sanksi mulai dari sanksi ringan seperti teguran, peringatan, pencabutan 

usaha sampai pada tingkat pelnggaran yang dapat digolongkan sebagai kejahatan 

sehingga dapat di kenakan sanksi kurungan atau pidana penjara.  

Hak-hak dasar pekerja tersebut antara lain adalah : 

1. Hak untuk mendapatkan upah. 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bnuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi  kerja kepada pekerja 

/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undanagan termasuk tunjangan bagi 

para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan. 

2. Hak perlindngan jam kerja. 

Jam kerja bagi pekerja/nuruh juga sudah diatur daam UUKK. Setiap 

pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yaitu jumlah jam kerja 

normal untuk selama 1 minggu sebanyak : 40 jamdengan perincian sebagai 

berikut : 

 Apabila perusahaan berkelakuan kerja 6 hari dalam 1 minggu maka 

jumlah kerja 1 hari = 7 jam dan hari Sabtu 5 jam kerja. 
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 Apabila perusahaan berkelakuan jam kerja 5 hari dalam 1 minggu maka 

jam kerja 1 hari jumlahnya = 8 jam dan hari sabtu libur.
31

 

Dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak oleh 

mempekerjakan anak dibawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan 

pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan 

ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Republik 

Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dari pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 

,73 ,74, 75 yang berbunyi: 

Pasal 68 :  

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 

Pasal 69 : 

Ayat (1) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat 

dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang 

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social”. 

Ayat (2) : Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan 

sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : 

1. izin tertulis dari orang tua atau wali; 

2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 
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3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 

4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 

5. keselamatan dan kesehatan kerja; 

6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan 

7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ayat (3) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan 

g dikecualikanbagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”. 

Pasal 70 : 

Ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan 

bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat 

yang berwenang”. 

Ayat (2) : “Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 

berumur 14 (empat belas) tahun”. 

Ayat (3) : Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 

dengan syarat : 

1. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta 

bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan 

2. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Pasal 71 : 

Ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat 

dan minatnya”. 
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Ayat (2) : Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat : 

1. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; 

2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan 

3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, 

mental, sosial, dan waktu sekolah. 

Ayat (3) : “Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan 

bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri”. 

Pasal 72 :  

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, 

maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh 

dewasa. 

Pasal 73 : 

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat 

dibuktikan sebaliknya. 

Pasal 74 : 

Ayat (1) : “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada 

pekerjaan-pekerjaan yang terburuk”. 

Ayat (2) : Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi : 
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1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 

2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan 

anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau 

perjudian; 

3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan 

anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau 

4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau 

moral anak. 

Ayat (3) : “Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri”. 

Pasal 75 : 

Ayat (1) : “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak 

yang bekerja di luar hubungan kerja”. 

Ayat (2): “Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam 

UU diatas merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam 

menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami bahwa semua yang 

dapat dilakukan  dalam konteks pengembangan diri mereka. Dan sebagian para 

orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka 

merupakan proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaaan dan belajar untuk 
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bertanggung jawab. Mereka yaitu para orang tua juga berharap anak-anak mereka 

dapat membantu meringankan beban mereka selaku orang tua. Selama masih 

dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan UU kita hal tersebut sah-sah 

saja. 

b. Tindak Pidana ketenagakerjaan  

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas hak-hak buruh dibagi dalam 2 

kategori tindak pidana, yaitu: Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.  

Tindak pidana kejahatan, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

ketenagakerjaan, yaitu :  

 Pasal 183 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

 Pasal 184 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
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 Pasal 185 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 

80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat 

(7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah).  

Sedangkan tindak pidana pelanggaran, yaitu antara lain sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :  

 Pasal 186 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan 

Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  

 Pasal 187 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 

ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) 

dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), fsn Pasal 144, dikenakan sanksi pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
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Pasal 188 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 

ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148., dikenakan sanksi pidana 

denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

E. TENAGA KERJA ANAK MENURUT HOKUM ISLAM 

  Salah satu system yang di tawarkan Islam sebagai aturan agama adalah 

masalah ketenagakerjaan (al-ahwal al-ummaliyyah). Dalam hal ini, islam 

memiliki prinsip-prinsip fundamental, anatara lain : keadilan (al-„adalah) dan 

kesetaraan (al-musawah). Prinsip kestaraan ini bertujuan untuk menempatkan 

posisi majikan dan pekerja dalam proporsi yang ideal,  dengan kata lain 

mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip al-„adalah menjadi penyeimbang 

hak dan kewajiban pekerja dan majikannya. Prinsip ini secara langsung menuntut 

pihak yang bekerja sama untuk menepati perjanjian tersebut.
32

 Sementara Islam 

menempatkan keduanya dalam hubungan kemitraan, persahabatan atau 

ukhuwwah. Keduanya saling percaya dan melengkapi . sebab itulah, hak buruh 

dan majikan berada dalam porsi yang berimbang (saling menguntungkan). Dan ini 

semakin menegaskan bahwa konsep perburuhan dalam islam berdasarkan pada 

nilai keadilan dan keseimbangan. 

Dalam mengkaji nilai keadilan dan keseimbangan hukum  dari pekerja 

anak perspektif hukum Islam kita perlu menelusuri beberapa hal, diantaranya: (1). 

                                                           

32
 Imam Nakha‟i & Marzuki Wahid, Fiqh Keseharian Buruh Migran, (Cirebon : Institut 

Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012), hal. 27 
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periodisasi umur dan cakap hukum yang di atur dalam Islam, (2). Anak, konsep 

pengasuhan anak (hadhanah) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam. Dari 

dua point inilah diharapkan status hukum dari praktek terselubung pekerja anak di 

bawah umur yang menjadi subjek penelitian dapat di temukan berdasarkan 

tinjauan hukum Islam. 

Periodeisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang 

membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam 

Islam sendiri dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rusyd yang masing-masing 

memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. 
33

 

Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan 

seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur 

manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah di 

gariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan 

perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya 

tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti. 

Karena harus kita akui bahwa perkembangan fisik maupun psikis 

seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti 

kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang 

dihadapinya.
34

  

                                                           

33
 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum : Bidang Perkawinan dan Perjanjian, (Yogyakarta: 

Insania Cita Press, 2006), hlm. 1. 

34
 Ibid, hal 1 
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Sedangkan  menurut Waryono Abdul Ghafur anak adalah jika belum 

mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-aki sudah 

bermimpi dan mengeluarkan mani dan anak perempuan apabila sudah datang 

haid.
35

 

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda menurut masa 

yang di laluinya, yaitu : 

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, masa ini di mulai sejak lahir 

sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai 

hukuman. 

2. Masa kemampuan berfikir lemah, masa ini di mulai sejak anak berusia 7 

tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi 

pengajaran, pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman , namun tetap 

dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana. 

3. Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini di mulai sejak anak mencapai 

usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 

usia 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana 

atas tindak pidana yang dilakukan.
36

 

 

 

Sebagaimana telah di singgung sebelumnya bahwa, periodeisasi 

kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. 

Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa 

erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya : 

a. Kematangan usia 

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah 

berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi 

untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila 

                                                           
35

 Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial mendialogkan Teks dengan Konteks, 

(Yogyakarta : elSAQ Press, 2005), hal. 82 

36
 Sudarsono, kenakalan Remaja, cet-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 10 
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kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang 

berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya 

berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami 

perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum 

memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.
37

  

Batasan tersebut didasarkan pada sumber sunnah yang berbunyi sebagai 

berikut:            

 

Artinya : “Suruhlah anak-anak untuk melaksanakan shalat jika telah berumur 

7 (tujuh) tahun, dan apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun (tidak mau 

melaksanakan) shalat maka pukullah dia”.  

b. Peranan „Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan 

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi 

lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan 

telah menjadi pria atau wanita dewasa.
38

 Keadaan yang paling menentukan 

dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (tamyiz) adalah 

bahwa seorang anak harus sudah „aqil (bernalar). Sebagaimana yang dikutif 

oleh Dadan Muttaqien dari kitab al-Muttali‟, bahwa batasan yang tepat dalam 

menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang 

                                                           
37

 Ibid, hal 2 

38
http://anzar-asmadi.blogspot.co.id/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-

yang.html, diakses pada Sabtu tanggal 20 Maret 2016  pukul 16:07 wib 
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bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar 

terhadap perkataan itu. Dan dalam hal ini usia tujuh tahun masih menyisakan 

persilangan pendapat antara yang mengatakan bahwa di usia tujuh tahun 

seorang anak telah mencapai daya nalar yang baik atau belum. 

c. Bulugh (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya. 

Saat anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengetahui 

dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam 

kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat 

diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada 

dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. 

Istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan 

masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan 

ditandai oleh gejala-gejala fisik fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi 

kalangan perempuan.   

Adapun klasifikasi umur yang menginjak era pubertas/transisi fisik 

menurut para ahli hukum, sebagaimana di rangkum oleh Dadan Muttaqien, 

bahwa sejauh ini masa pubertas tidak pernah dicapai sebelum usia Sembilan 

tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa puber tidak selalu terjadi di usia 

ini pada setiap anak, karena banyaknya factor-faktor yang munkin dapat 

menunda proses kedewasaan fisik. Oleh karena itu sebagian besar ahli hukum 

seperti: al-Awza‟I, Imam Ahmad, al-Syafi‟I, Abu Yusuf, dan Muhammad, 

semua berkesimpulan bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi 
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seseorang untuk mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya 

tanda-tanda fisik.  

d. Rusyd (kedewasaan mental)      

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan 

mental, yaitu baik kesempurnaan bulugh maupun kematangan mental, dalam 

arti mampu untuk berfikir („aql). 

Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda 

menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak petani 

misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti 

pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain-lainnya. Selain 

itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniaannya ke pasar, mencari 

keuntungan dari hasil penjualan dan keperluaannya. Anak seorang tukang 

kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar 

dalam bidang mereka.         

Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodeisasi umur yang terdapat 

dalam Islam, sederhananya untuk mengenal periode mumayyiz, „aqil baligh dan 

rusyd. 

Adapun fokus utama dalam penjabaran periodeisasi umur yang disajikan 

dari tahap kehidupan tersebut adalah untuk mengenali anak berikut masa yang 

termasuk dalam kategori anak dan di akhiri dengan mengetahui hak dan 

kewajiban yang melekat pada setiap tahapan yang termasuk periode anak.  

Dalam hukum Islam, sebagai mana dikutip oleh Syamsul Anwar dari Az-

Zuhaili, bahwa kecakapan hukum di sebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. 
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Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan 

seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai  “kelayakan 

seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-

tindakannya secara hokum Syariah.” 
39

  

Selanjutnya, dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan 

hukum menurut hukum Islam terbagi kepada dua hal, yaitu: 

1. Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum  pasif), dalam istilah 

hukum Islam disebut ahliyyatul-wujub; dan 

2. Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif), dalam istilah 

hukum Islam disebut ahliyyatul-ada‟.
40

  

Dari dua cakapan tersebut bagi menjadi empat fase sebagai berikut: 

1) Fase Kecakapan Hukum Pasif Tidak Sempurna 

Fase ini dimulai sejak janin (berada dalam kandungan), pada periode ini 

janin berhak menerima hak-hak hukum tapi tidak sempurna. Diperolehnya 

hak ini dengan syarat hingga janin tersebut lahir dalam keadaan hidup 

walau cuma satu menit. Sedangkan kebalikannya, jika janin lahir kedunia 

dalam keadaan tidak bernyawa maka kecakapan menerima hak itu gugur, 

dengan demikian kecakapan menerima hak menjadi tidak sempurna, alias 

batal.     

                                                           

39
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109. 

40
 Ibid, hal 109 
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2) Fase Kecakapan Menerima Hukum Sempurna 

Fase ini dimulai sejak anak terlahir di dunia hingga meninggal. Periode ini 

anak telah berhak atas semua hak secara sempurna dan mulai di bebani 

beberapa kewajiban. Kewajiban yang dikenakan pada anak periode ini 

umumnya berkaitan dengan harta. Diantaranya: 

a) Zakat mal. 

b) Dalam bidang perdata bisa dikenakan ganti rugi akibat melawan 

hukum tetapi tidak termasuk dalam bidang pidana. 

c) Memberi infak/nafkah kepada keluarga yang tidak mampu. 

Dalam kaitan dengan tingkat-tingkat kecakapan hukum dalam lapangan 

hukum harta kekayaan adalah (1) periode janin, dimana subjek hukum memiliki 

kecakapan menerima hukum tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak, yaitu usia 

0 tahun hingga genap 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum 

sempurna, hanya saja untuk kewajiban ia Cuma dapat menerima beberapa 

kewajiban terbatas, (3) anak mumayiz, yaitu usia 12 tahun hingga genap 18 tahun, 

di mana ia memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna di samping 

kecakapan menerima hukum sempurna, dan (4) orang berusia genap 18 tahun 

(memasuki 19 tahun) adalah orang dewasa dan memiliki kecakapan bertindak 

hukum sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna. Kecakapan 

seperti ini juga berlaku untuk tanggung jawab pidana.  

Demikianlah uraian tentang periodeisasi kecakapan hukum Islam, di mana 

dapat kita petakan bahwa yang dimaksud dengan anak berada dalam tiga fase: 
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masa janin, kanak-kanak, dan mumayyiz. Dimana setiap tingkatan memiliki 

kecakapan dalam menerima dan berbuat yang berbeda-beda sebagaimana telah di 

uraikan secara rinci di atas. 

1. Anak, Konsep Pengasuhan Anak (Hadhanah) dan Relasi Kerja dalam 

Islam          

Anak dalam Islam Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang 

anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam 

perkawinan. Dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan 

perkawinan, yaitu tujuanreproduksi/regenerasi.       

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal 

ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang 

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui 

proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam 

pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi 

seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut 

tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab 

dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 

mendatang. Dalam pengertian Islam,anak adalah titipan Allah SWT kepada 

kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan 

memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila‟lamin dan sebagai pewaris ajaran 

islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus 
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diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima 

oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.
41

 

 Dalam beberapa sumber dari nash al-Quran telah dipaparkan tentang 

salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi, alias melahirkan 

keturunan. Di jelaskan dalam al-Quran surat al-Isra‟ ayat 70 : 

Artinya : "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami 

angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari 

yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." 

Nabi juga mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta 

mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam (muslimin) yang 

saleh. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak 

akan mengembakan Islam di segala zaman. Dengan demikian, tujuan lain di 

balik umat yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak 

menyiarkan/menegakakkan ajaran Islam. Konsekwensi lebih jauh adalah, 

bahwa orang yang dapat dan mampu menyampaikan ajaran Islam adalah 

orang-orang yang berilmu, tentu mereka ini adalah orang-orang berkualitas dan 
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pada gilirannya akan kuat. Karena itu, tujaun reproduksi adalah melahirkan 

generasi yang kuat dan banyak. 

Agar mencapai kesejahteraan hidup yang di dambakan anak harus 

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang matang, yang sanggup dan 

mampu mengurus dirinya sendiri dan tidak senantiasa bergantung kepada 

orang lain atau bahkan menimbulkan masalah bagi keluarga, kelompok dan 

masyarakat.
42

   

Dengan diketahuinya tujuan dari keberadaan anak adalah regenerasi yang 

mementingkan kuantitas sekaligus kualitas maka tujuan ini menjadi prinsip 

umum yang saling berkaitan dalam melihat anak perspektif Islam.       

1. Konsep hadhanah dalam Islam  

Para ahli fikih mendefinisikan “hadhanah”: Melakukan pemeliharaan 

anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang 

sudah besar, tetapi belum mumayyiz. Tanpa perintah darinya menyediakan 

seesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang 

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar 

mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 

jawabnya. Pengasuhan anak ini sangat urgen dan wajib, mengingat bahwa 

pengabaian terhadap anak sama halnya menjerumuskan generasi masa 

depan dalam keterpurukan dan degradari dari beragam dimensi baik itu 

kasat mata atapun yang tidak terlihat.       
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Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya 

akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, 

dengan demikian, anak perlu di bina dengan baik agar mereka tidak salah 

dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun 

non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius member perhatian 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang 

harus melakukan pembinaan terhadap anak khususnya adalah orang tua, 

keluarga, masyarakat dan pemerintah.
43

 

Konsep hadhanah/pengasuhan dalam Islam pada hakikatnya 

merupakan pemenuhan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karena 

mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan 

orang yang mendidiknya. Keluarga merupakan peran yang paling 

diutamakan dalam mengemban amanat pengasuhan ini. 

Sebagaimana firman allah SWT Anjuran untuk menjaga keluaraga 

(anak) dalam surat at-tahrim ayat (6) :  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka.....” 

Surat al-isra‟ ayat (31) : 
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Artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang member rezki kepada mereka dan juga 

kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu 

dosayang besar"  

Demikian juga sebagai hak wali bertasharruf atas tiap-tiap anak 

yang dibawah perwalianya. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi 

akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari : 

1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau 

rahim ibunya terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 

2) Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam al-Qur'an Surat 

Luqman ayat 14 

3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak 

yang benar terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Mujadilah ayat 11 

4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat 

dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 2, 6 dan 10. 

5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat 

al- Qashah ayat 12 
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6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk 

murtad oleh pelaksana hadhanah terdapat dalam surat Luqman ayat 

51.
44

 

Semangat dalam pengasuhan adalah untuk kepentingan anak dan 

masa depannya. Jadi dalam pengasuhan selain memelihara anak juga harus 

mendidik mereka dalam memproyeksikan kebaikannya di hari depan, bukan 

kepentingan hari ini saja. Demikian pula bagaimana hukum Islam juga 

mengatur bagaimana ketatnya aturan dalam kasus berpindahnya pengasuh 

dari suatu tempat ketempat lain yang memiliki fungsi kontrol dalam masa 

pengasuhan ini agar pengasuh tidak semena-mena dan memenuhi kewajiban 

dalam pengasuhan itu sendiri.        

Dalam kitab  Riyadus Shalihin : 

Artinya : Dari Abu Syuraih, yaitu Khuwalid bin Amr Al-Khuza‟ir r.a., 

katanya : Nabi s.a.w bersabda : “Sesungguhnya saya sangat 

memberatkan dosa kesalahan orang yang menyia-nyiakan haknya 

dua golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan orang 

perempuan”.
45

 

 

Makna Uharriju ialah aku menganggap dosa dan maksudnya berdosa bagi 

orang-orang yang menyia-nyiakan haknya kedua macam orang diatas yakni 
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anak yatim dan wanita, juga aku takut-takutidengan sesangat-sangatnya 

orang yang melakukan sedemikian itu, bahkan ku larang benar-benar, 

jangan sekali-kali di permainkan hak-haknya mereka itu. 

Jenjang waktu hadhanah:     

1) Ulama hanafiyah, Sebagian ulama dari madzhab ini membatasi hingga 

mencapai umur tujuh tahun dan sebagian lainnya. Kriteriannya: (1). 

Hingga haid. (2). Sampai batasan nikmat itu, sekitar sembilan 

tahun.        

2) Madzhab Maliki, mengatakan pengasuhan anak di mualai sejak lahir 

hingga menginjak umur baligh.            

3) Madzhab Syafi‟iyyah, tidak mengenal rentang waktu pengasuhan, 

karena waktu yang di tentukan tidak di kenal.         

4) Madzhab Hambali, bahwa jenjang pengasuhan terhitung sejak 

dilahirkan hingga menginjak umur tujuh tahun.      

2. Relasi anak dalam dunia kerja  

Dari dua sub ulasan di atas pada hakikatnya sudah mulai kita bisa kita 

petakan relasi anak dalam dunia kerja. Pertama, dari aspek kecakapan 

hukum usia anak tergolong cakap dalam berbuat secara tidak sempurna 

dengan syarat-syarat pembatas, alias mauquf (butuh ratifikasi). Kedua, 

Sebelum mereka dewasa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan 

termasuk di dalamnya pendidikan, dll. Dan hak ini harus dipenuhi 

sebagaiman di sebutkan bahwa kewajiban hadhanah merupakan kewajiban 
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bersama, walaupun batasan umur di antara anak berbeda-beda di kalangan 

fuqoha.     

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan 

dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Qurkan: 

Hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, 

hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas 

waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan social, dan 

penghargaan masa kerja. Dari sisi majikan di gariskan beberapa kewajiban, 

diantaranya: Baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, 

bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan 

usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk 

modal/membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan 

penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebih-lebihan, efektif dalam 

menjalankan usaha.
46

 

Selain itu juga di jelaskan bahwa Sifat kecil anak yang dihubungkan 

dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, ada dua 

tingkatan yaitu: 

a. Kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak 

memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia 

membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata- 

katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi 

segala-galanya berada di tangan wali. 

b. Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang 

kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh 

sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah 
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kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang 

lain.
47

 

 

 

Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana 

batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur 

ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjiaan tentang mu‟amalah 

maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seoranng 

anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun 

keatas. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap 

dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap 

hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, 

pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian 

yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal 

bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya 

kuantitas dan kualitas umat. 

Mengenai peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan 

hukuman bagi pelaku kejahatan anak. Di dalam Islam istilah tindak pidana 

dapat di artikan sebagai Jarimah. Mengenai definisi yang jelas, bahwa 

jarimah itu adalah “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari 

kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)”. 

Dalam memberikan definisi menurut istilah, Imam Al Mawardi 

mengemukakan sebagai berikut : “ Jarimah adalah perbuatan-perbuatan 
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yang di larang oleh syara‟ yang di ancam dengan hukuman had atau 

ta‟zir”
48

 

Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah di tentukan 

oleh syara‟ dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk 

jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina.  

Sedangakan pengertian ta‟zir adalah sanksi yang diberlakukan 

kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan 

hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori 

hukuman hudud atau kafarat. Karena ta‟zir tidak di tentukan secara 

langsung oleh al-quran dan hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa 

setempat.
49

 Dalam arti untuk penetapan serta pelaksanaannya di serahkan 

pada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya yang 

berwenang untuk menagdili adalah pengadilan. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa hukuman ta‟zir diterapakan tidak secara definitif, melainkan 

meliahat situasi dan kondisi, bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan 

waktunya, siapa korbanya, sanksi apa yang pantas dikenakan demi 

menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat. 
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Artinya : “Jika hal tersebut dapat menggugurkan hak orang lain, atau dapat 

menetapkan hak pada dirinya atau orang yang semestinya bukan 

haknya, atau bisa mendatangkan dlarar pada orang lain tanpa 

adanya hak, maka hukumnya haram. Orang yang melakukan 

perbuatan tersebut dikenai takzir.”
50

 

Dalam hokum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman 

menerapkan jarimah ta’zir, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. 

Diantaranya adalah undang-undang kepidanaan sangat berpotensi 

mengalami perubahan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
51

 

Hukuman dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak 

timbulnya bahaya itu jelas sekali ada dalam Al quran dan As-Sunnah, 

karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya 

tetap di larang. Allah  SWT berfirman dalam Al quran : 

Artinya : “Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat 

kerusakan.” (QS. Al-Baqarah : 60) 

 

Artinya : “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah 

Tuhan memperbaikinya”. (QS. Al-A‟raaf : 85) 
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Artinya : “ .... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan”. (QS. Al-Qashash : 77) 

Demikian juga hokum islam di tegakkan untuk melindungi  terhadap 

jiwa seseorang yang berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku 

yang mengganggu jiwa seseorang, oleh karna itu hokum islam melarang 

membunuh, dan melukai anggota badan. 

Demikian pula masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat 

merugikan kepentingan umum, semua itu di atur dan ditegaskan dalam 

jarimah ta’zir, yaitu semua jarimah yang jenisnya dan sanksinya di 

serahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat 

dengan berdasarkan pada nilai keadilan. 

 

 

 

 


